SALINAN

BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

bahwa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan
salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna
membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah
berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran
serta masyarakat, dan akuntabilitas guna mewujudkan
kesejahteraan masyarakat;

bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemungutan
pendapatan asli daerah yang berasal dari Pajak Daerah perlu
didukung oleh pengaturan mengenai ketentuan teknis tata cara
pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (10)
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun
2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu
menetapkan peraturan bupati tentang tata cara pemungutan
pajak;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral
Bukan Logam Dan Batuan;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6841);



Menetapkan
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun
2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat
Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah
Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Pemerintah  Daerah  adalah  Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
Bupati adalah Bupati Bandung Barat.

Perangkat Daerah adalah pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi
wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.
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Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat
dikenai Pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi
pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang
bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil
yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik
negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik
desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak
sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang
dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib
Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban daerah.

Formulir Pendaftaran Wajib Pajak, adalah surat yang
digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan
melaporkan objek pajak atau usahanya kepada Pemerintah
Daerah.

Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat
MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana
dimaksud di dalam peraturan perundang- undangan di bidang
mineral dan batubara.

Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral
bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam
dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang
selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang
dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk
melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek
Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan
kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan
besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
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Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD
adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran
yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya
disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang
menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit
Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya
sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus
dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak
yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang
ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat
SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah
pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau
Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya
disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena
jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang
atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD
adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi
administratif berupa bunga dan/atau denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau
kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan
perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, surat keputusan
pembetulan, atau surat keputusan keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas
keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN,
SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak
ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas
banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan
oleh Wajib Pajak.

Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk
menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau
dokumen lain yang dipersamakan dan lampirannya termasuk
penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya
serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
menghimpun data objek dan Subjek Pajak, penentuan
besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak
kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
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Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung
Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan
menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan
seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa,
mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan,
melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah
disita.

Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk
sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan
yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat
sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan
perpajakan Daerah.

Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat
untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajak.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan
biaya Penagihan pajak.

Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan yang
meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan
Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan
secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
Pajak dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

BAB II

OBJEK PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

(1)

Pasal 2

Objek Pajak MBLB merupakan kegiatan pengambilan MBLB
yang meliputi:

a. asbes;
batu tulis;

batu setengah permata;

a0 o

batu kapur;
batu apung;
batu permata,;

bentonit;

5o

dolomit;

e

feldspar,;

garam batu;

—.

k. grafit;
1. granit/andesit;

m.  gips;



kalsit;
kaolin;
leusit;

magnesit;

"2 T 9B

mika;

@

marmer;

—+

nitrat;
obsidian;

oker;

u

v

w. pasir dan kerikil;
X pasir kuarsa;

y perlit;

z fosfat;

aa. talk;

bb. tanah serap;
cc. tanah diatom;
dd. tanah liat;

ee. tawas;

ff. tras;
gg.  yarosit;
hh. zeolit;
ii. basal;
ij- trakhit;

kk. Dbelerang;
11. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan

mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:

a. untuk  keperluan rumah  tangga dan @ tidak
diperjualbelikan /dipindahtangankan;

b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon,
penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang
tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan

C. untuk keperluan pembangunan rumah ibadah yang
dibiayai oleh masyarakat.

(3) Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk
dalam jenis Pajak Daerah yang dihitung dan dibayar sendiri
oleh Wajib Pajak.



BAB III
MASA PAJAK

Pasal 3

Masa Pajak MBLB yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk
menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang
dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak ditetapkan
untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

(7)

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran dan Pendataan

Paragraf 1

Pendaftaran

Pasal 4

Wajib Pajak MBLB wajib mendaftarkan diri dan/atau objek
Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan
menggunakan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh
Pejabat yang ditunjuk.

Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi,
nomor objek pajak daerah, atau jenis penomoran lain yang
dipersamakan.

NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk orang
pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.

NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan
dihubungkan dengan nomor induk berusaha.

Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus disampaikan kepada Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di
bidang Pajak sebelum kegiatan usahanya diselenggarakan.

Formulir pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dapat diperoleh Wajib Pajak dengan cara:

a. mengambil sendiri ke kantor pelayanan Pajak Daerah;
b. dikirim oleh petugas Pajak; atau

c. mengakses secara online melalui sistem informasi Pajak
Daerah.
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(8) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), harus diisi dan ditulis dengan benar, jelas dan lengkap
serta ditandatangani oleh Wajib Pajak dengan melampirkan:

a. salinan identitas diri berupa kartu tanda penduduk/surat
izin mengemudi/paspor;

b. salinan akta pendirian, funtuk Badan Usaha}; dan/atau

c. salinan perizinan kegiatan usaha dari instansi berwenang
dan/atau keterangan domisili usaha dari desa.

(9) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak mendaftarkan diri, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk
secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang
diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Pasal 5

(1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan
subjektif dan objektif Pajak MBLB, Bupati atau Pejabat yang
ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan
NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran
lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar
permohonan Wajib Pajak.

(2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor
registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang
dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang
ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3
(tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

(3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga)
bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.

(4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi,
NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan
secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
sepanjang Wajib Pajak:

a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan

b. tidak sedang mengajukan wupaya hukum berupa
keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Paragraf 2

Pendataan

Pasal 6

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang
urusan pemerintahan di bidang Pajak melakukan pendataan Wajib
Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan
menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk
informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi
perpajakan Daerah.
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Bagian Kedua

Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 7

Besarnya Pajak MBLB terutang dihitung oleh Wajib Pajak
dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan Dasar Pengenaan
Pajak.

Tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil
pengambilan MBLB.

Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung
berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB
dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.

Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung
berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada
mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.

Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya
pengambilan MBLB di mulut tambang.

Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan
wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Pasal 8

Wajib Pajak memenuhi kewajiban membayar pajak dengan
menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT.

Terhadap Wajib Pajak yang terdaftar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4, dapat diterbitkan STPD, Keputusan
Pembetulan, Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding
sebagai dasar Pemungutan dan penyetoran pajak.

Bupati mendelegasikan wewenang penerbitan SKPDKB,
SKPDKBT, SKPDN dan STPD kepada Kepala Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan di bidang Pajak atau Pejabat yang ditunjuk.

Dalam pelaksanaan penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN
dan STPD, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang
urusan pemerintahan di bidang Pajak atau Pejabat yang
ditunjuk wajib menyampaikan laporan secara periodik setiap
bulan pada awal bulan berikutnya kepada Bupati.
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Bagian Ketiga

Penghitungan, Pembayaran, dan Pelaporan Pajak MBLB

Paragraf 1

Tata Cara Penghitungan, Pembayaran, dan Pelaporan Pajak MBLB

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 9

Dalam menghitung, memperhitungkan, membayar, dan
melaporkan Pajak yang Terutang Wajib Pajak memenuhi
kewajiban pajaknya dengan menggunakan SPTPD.

Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setiap masa Pajak.

Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk
menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau
disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.

Setiap Wajib Pajak harus mengisi SPTPD dengan jelas, benar
dan lengkap serta menandatanganinya.

Jika pengisian SPTPD dikuasakan, harus ditandatangani oleh
kuasanya.

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh Wajib
Pajak dengan cara mengambil sendiri ke kantor pelayanan
Pajak Daerah, atau mengakses secara online melalui situs
perpajakan daerah.

Pasal 10

Wajib Pajak menyampaikan SPTPD kepada Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan di bidang Pajak paling lama 15 (lima belas) hari
kerja setelah berakhirnya Masa Pajak atau setelah dikukuhkan
sebagai Subjek Pajak/objek kena pajak.

Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
harus disertai lampiran dokumen berupa:

a. rekapitulasi penerimaan bulan yang bersangkutan;

b. rekapitulasi penggunaan tiket/nota/bukti penerimaan
lainnya berikut tindasanya; dan

c. SSPD masa pajak sebelumnya.

Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka batas
waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari berikutnya.

Dalam hal SPTPD tidak disampaikan sampai dengan batas
waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang
urusan pemerintahan di bidang Pajak dapat memberikan
himbauan/peringatan paling lambat 6 (enam) hari kerja
sebelum batas waktu penyampaian SPTPD berakhir.



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(1)

-11 -

Pasal 11

Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan
SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal
10 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda.

Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar:

a. RpS50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bagi wajib pajak orang
pribadi; dan/atau

b. Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) bagi wajib pajak
badan.

Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami
keadaan kahar.

Kriteria kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
a. bencana alam;

b. kebakaran;

c. kerusuhan massal atau huru-hara;

d. wabah penyakit; dan/ atau,;

e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Pasal 12

Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan
SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan
pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.

Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus
disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa
penetapan.

Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD
dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang
kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.

Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi
administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan
dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal
jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak
dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak
yang kurang dibayar.

Pasal 13

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang
urusan pemerintahan di bidang Pajak melakukan penelitian
terhadap setiap penerimaan SPTPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (1).
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Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran
dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;

b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan

c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau
administrasi lainnya.

Berdasarkan penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1):

a. apabila SPTPD dinyatakan lengkap maka SPTPD diterima
dan kepada Wajib Pajak diberikan tanda terima SPTPD;
atau

b. apabila SPTPD tidak lengkap maka SPTPD dikembalikan
kepada Wajib Pajak disertai dengan lembar penelitian
SPTPD.

Terhadap SPTPD yang telah dinyatakan lengkap sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan perekaman dalam
rangka penerimaan SPTPD.

SPTPD dianggap tidak disampaikan, apabila:

a. SPTPD tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau
Kuasanya; atau

b. SPTPD dinyatakan tidak lengkap berdasarkan hasil
penelitian.

Dalam hal SPTPD dianggap tidak disampaikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), Kepala Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di
bidang Pajak dapat menetapkan pajak terutang secara jabatan
dengan menerbitkan STPD atau SKPDKB.

Pasal 14

Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diketahui terdapat Pajak
terutang yang tidak atau kurang dibayar, Kepala Perangkat
Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan di bidang Pajak atau pejabat yang ditunjuk
menerbitkan STPD.

STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan
jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah
sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per
bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak
saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian
Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan
dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD terdapat indikasi
penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib
Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan
Pemeriksaan.
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Pasal 15
Pemungutan Pajak MBLB dilarang diborongkan.

Wajib Pajak Pajak MBLB melakukan pembayaran atau
penyetoran Pajak terutang dengan menggunakan SSPD.

Pembayaran atau penyetoran Pajak MBLB sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran
berbasis elektronik.

Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum
tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak MBLB dapat
dilakukan melalui pembayaran tunai.

Pasal 16

Pajak MBLB terutang harus dilunasi paling lama 10 (sepuluh)
hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.

Dalam hal Wajib Pajak Pajak MBLB tidak membayar atau
menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Wajib Pajak Pajak MBLB dikenai sanksi administratif
berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak
terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung
dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal
pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari
bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 17

Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran
Pajak MBLB bertepatan dengan hari libur, pembayaran atau
penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya
tanpa dikenakan sanksi administratif.

Pembayaran atau penyetoran Pajak MBLB melalui sistem
pembayaran berbasis elektronik dapat dilakukan sampai
dengan pukul 24.00 WIB pada tanggal jatuh tempo.

Pasal 18

Wajib Pajak MBLB yang telah melakukan pembayaran atau
penyetoran pajak diberikan bukti pembayaran SSPD atau bukti
pembayaran lain yang sah.

SSPD atau bukti pembayaran lain yang sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti pembayaran atau
penyetoran Pajak MBLB yang sah jika telah mendapatkan
validasi.

Paragraf 2

Tata Cara Penghitungan, Pembayaran, dan Pelaporan Opsen Pajak MBLB

(1)

Pasal 19

Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB
dilakukan bersamaan dengan penghitungan, pembayaran, dan
pelaporan Pajak MBLB.
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Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ke kas Daerah provinsi dilakukan bersamaan dengan
pembayaran Pajak MBLB ke kas Daerah Kabupaten dalam
SSPD Pajak MBLB.

Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Perangkat Daerah yang
membidangi Pajak Daerah melakukan Penagihan.

Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk
Penagihan sanksi administratif atas Opsen Pajak MBLB.

Dalam hal Pemerintah Daerah telah menerima pembayaran
atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah
menyetorkan bagian Opsen Pajak MBLB ke kas Daerah Provinsi
paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB.

Bagian Keempat

Pembukuan

Pasal 20

Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan
secara elektronik dan/atau nonelektronik, dengan ketentuan:

a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan
peredaran usaha paling sedikit Rp 4.800.000.000,00
(empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib
menyelenggarakan pembukuan; dan

b. bagi Wajib Pajak yang melakukan wusaha dengan
peredaran usaha kurang dari Rp 4.800.000.000,00 (empat
miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih
menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan
memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau
kegiatan usaha yang sebenarnya.

Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan pembukuan.

Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data
penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan
untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.

Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan
atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data
dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara
program aplikasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat
kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di
tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.
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Bagian Kelima

Pemeriksaan

Pasal 21

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan
Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
Pajak MBLB dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam hal:

a. Wajib Pajak MBLB mengajukan pengembalian atau
kompensasi kelebihan pembayaran pajak;

b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang
menunjukkan bahwa Pajak MBLB yang terutang tidak
atau kurang dibayar; atau

c. Wajib Pajak MBLB yang terpilih untuk dilakukan
Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.

Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:

a. pemberian NPWPD secara jabatan;

b. penghapusan NPWPD;

c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;

d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan.

Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan
materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 22

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21, Wajib Pajak MBLB yang diperiksa wajib:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau
catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen
lain yang berhubungan dengan objek Pajak MBLB yang
terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau
ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan
guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.
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Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21, Wajib Pajak yang diperiksa berhak:

a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan
kepada pemeriksa;

b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan
tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan

c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan
tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) besarnya Pajak MBLB terutang
ditetapkan secara jabatan berdasarkan data dan/atau informasi
yang ada pada Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam

Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak

(1)

(2)

(3)

(4)

Paragraf 1
Surat Ketetapan Pajak

Pasal 23

Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak
terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat
menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN.

SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan
dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar
berdasarkan:

a. hasil Pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21; atau

b. penghitungan secara jabatan karena:

1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam
jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (1) dan telah ditegur secara tertulis
namun tidak disampaikan pada waktunya
sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau

2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan
dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula
belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang
terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka
penerbitan SKPDKBT.

SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam
hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah
kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit
Pajak.
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Pasal 24

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Bupati atau
Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

Pasal 25

Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a,
dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8%
(satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang
atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak
atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun
Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian
dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, dikenakan sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua
persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat
dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau
berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun
Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian
dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat
terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif
berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari
pokok Pajak MBLB yang kurang dibayar.

Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dikenakan
sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus
persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam
SKPDKBT.

SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan
SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal
diterbitkan.

Paragraf 2
Surat Tagihan

Pasal 26

Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak
terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat
menerbitkan STPD, dalam hal:

a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
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b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat
salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif
lainnya oleh Wajib Pajak;

c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak
atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
atau

d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga
dan/atau denda.

Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang
dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif
berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari
Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo
pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak
saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh
1 (satu) bulan.

Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar
0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak
atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo
pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak
saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh
1 (satu) bulan.

Bagian Ketujuh

Penagihan

Pasal 27

Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar
Penagihan.

Atas dasar Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Utang Pajak yang belum jatuh tempo pembayaran atau
pelunasan, dapat dilakukan imbauan.

Dalam hal dasar Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau
pelunasan, dapat dilakukan Penagihan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Bupati berwenang menunjuk
Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
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Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
b. menerbitkan:

Surat Teguran;

surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
Surat Paksa;

surat perintah melaksanakan penyitaan;

surat perintah penyanderaan

surat pencabutan sita;

pengumuman lelang;

surat penentuan harga limit;

O o No bk b=

pembatalan lelang; dan

—_
o

surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan
Penagihan.

Jurusita Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
melaksanakan Penagihan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 29

Tata cara Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.

Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh
Penanggung Pajak.

Tahapan pelaksanaan Penagihan yang tidak atau kurang bayar
setelah jatuh tempo pembayaran meliputi:

a. Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan
Penagihan diterbitkan 7 (tujuh) hari kalender terhitung
sejak jatuh tempo pembayaran,;

b. Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a,
diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu
setiap Surat Teguran paling lama 7 (tujuh) hari kalender;
dan

c. penerbitan Surat Teguran kedua dapat disertai dengan
penempelan stiker pada objek Pajak MBLB serta
peringatan Surat Teguran ketiga akan disertai dengan
publikasi di media massa.

Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa tidak
mengakibatkan penundaan hak Wajib Pajak untuk
mengajukan keberatan serta mengajukan pembetulan,
pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau
pengurangan sanksi administratif.

Pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak dapat
melakukan pembetulan atas Surat Teguran dan/atau Surat
Paksa yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau
kekeliruan.
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Pasal 30

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus
berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus
apabila:

a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk
selama-lamanya atau berniat untuk itu;

b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki
atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau
mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang
dilakukannya di Indonesia;

c. terdapat tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan
badan  usahanya, menggabungkan  usahanya, atau
memekarkan usahanya, atau memindahtangankan
perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan
perubahan bentuk lainnya;

d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau

e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak
ketiga atau terdapat tanda kepailitan.

Pasal 31

(1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap
Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik
melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan
besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan
dan/atau penyanderaan.

(2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung
Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau
terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.

(3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

(1) Permohonan pembetulan Surat teguran dan/atau Surat Paksa
yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:

a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia yang ditujukan kepada Bupati dengan disertai
alasan yang jelas berupa data atau bukti terhadap Surat
Teguran dan/atau Surat Paksa yang dalam penerbitannya
terdapat kesalahan atau kekeliruan; dan

b. melampirkan:
1. salinan Surat Teguran atau Surat Paksa;

2. salinan kartu tanda penduduk atau identitas diri
lainnya; dan
3. dokumen lain yang mendukung materi keberatan.
(2) Dalam hal permohonan pembetulan Surat teguran dan/atau

Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikuasakan
harus melampirkan surat kuasa khusus bermaterai cukup.
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Pasal 33

Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak,
terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.

Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk
mengangsur atau menunda pembayaran Pajak MBLB, atas
Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak
diterbitkan Surat Teguran.

Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) belum dilakukan melewati jatuh tempo,
diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.

Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada
Penanggung Pajak.

Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajak
setelah melewati jangka waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat)
jam terhitung sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diterbitkan surat perintah
melaksanakan penyitaan.

Bagian Kedelapan

Kedaluwarsa

Pasal 34

Hak untuk melakukan Penagihan menjadi kedaluwarsa setelah
melampaui waktu S5 (lima) tahun terhitung sejak saat
terutangnya Pajak MBLB, kecuali apabila Wajib Pajak
melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.

Kedaluwarsa Penagihan Pajak MBLB tertangguh apabila
sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):

a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau

b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik
langsung maupun tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa
Penagihan Pajak MBLB dihitung sejak tanggal penyampaian
Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.

Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan Wajib Pajak
dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang
Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah
Kabupaten.

Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan
permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan
permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluwarsa
Penagihan Pajak MBLB dihitung terhitung sejak tanggal
pengakuan.
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Bagian Kesembilan

Penghapusan Piutang

Pasal 35

Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak MBLB untuk
menentukan prioritas Penagihan.

Piutang Pajak MBLB yang tidak mungkin ditagih lagi karena
hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat
dihapuskan.

Penghapusan piutang Pajak MBLB sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

a. pelaksanaan Penagihan sampai dengan batas waktu
kedaluwarsa Penagihan; dan

b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Daerah.

Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.

Piutang Pajak MBLB yang dihapuskan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Pasal 36

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi
penunjang urusan pemerintahan di bidang Pajak mengusulkan
penghapusan piutang Pajak MBLB kepada Bupati.

Usulan penghapusan piutang Pajak MBLB sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

a. nama dan alamat Wajib Pajak;
b. jumlah piutang pajak; dan
c. alasan penghapusan piutang pajak.

Piutang Pajak MBLB yang dapat dihapuskan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. STPD; dan/atau

b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan, Putusan Banding, dan putusan peninjauan
kembali yang menyebabkan jumlah Pajak MBLB yang
masih harus dibayar bertambah;

Piutang Pajak MBLB untuk Wajib Pajak perorangan yang
menurut data tunggakan pajak tidak dapat atau tidak mungkin
ditagih lagi disebabkan karena:

a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak meninggal dunia
dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan,;

b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat
ditemukan;

c. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa;
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d. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan
dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan di bidang
perpajakan; atau

e. hak negara untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat
dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan
adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan
pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

Piutang Pajak MBLB Wajib Pajak Badan yang menurut data
tunggakan pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih
lagi disebabkan karena:

a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung
Pajak tidak dapat ditemukan;

b. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa;

dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan
dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan di bidang
perpajakan; atau

d. haknegara untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat
dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan
adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan
pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 37

Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang Pajak
MBLB yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 ayat (4) dan ayat (5) Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di
bidang Pajak melakukan Penelitian.

Laporan hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus menguraikan keadaan Wajib Pajak dan piutang pajak
yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya
piutang Pajak MBLB yang tidak dapat ditagih lagi dan
diusulkan untuk dihapuskan oleh kepala Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan di bidang Pajak.

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang
urusan pemerintahan di bidang Pajak dalam melakukan
penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
membentuk tim penelitian yang ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

Pasal 38

Berdasarkan laporan hasil Penelitian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 ayat (2) kepala Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di
bidang Pajak menyusun daftar usulan penghapusan piutang
Pajak MBLB.
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(2) Daftar usulan penghapusan piutang Pajak MBLB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 39

Berdasarkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang
Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) Kepala
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang
urusan pemerintahan di bidang Pajak, melakukan hapus tagih dan
hapus buku atas piutang Pajak MBLB sesuai standar akuntansi
pemerintahan.

Bagian Kesepuluh

Keberatan dan Banding

Paragraf 1

Keberatan

Pasal 40

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau
Pejabat yang ditunjuk terhadap STPD, SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh
pihak ketiga.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan
jumlah Pajak MBLB terutang atau jumlah pajak yang dipotong
atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan
disertai alasan yang jelas.

(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus diajukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak
tanggal STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN
dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali
jika Wajib Pajak dapat menunjukkan jangka waktu itu tidak
dapat dipenuhi karena keadaan kahar.

(4) Keberatan dapat diajukan jika Wajib Pajak telah membayar
Pajak MBLB terutang dalam STPD, SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh
pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib
Pajak.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak dianggap
sebagai surat keberatan.

Pasal 41

(1) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat,
media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang
diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib
Pajak menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
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Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu
pelunasan atas jumlah Pajak MBLB yang belum dibayar pada
saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu)
bulan terhitung sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan
Keberatan.

Jumlah Pajak MBLB yang belum dibayar pada saat pengajuan
permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak termasuk sebagai Utang Pajak.

Pasal 42

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan
atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan
Pemeriksaan.

Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 12 (dua belas)
bulan terhitung sejak tanggal surat keberatan diterima.

Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan
dapat berupa:

a. menerima seluruhnya, dalam hal Pajak MBLB terutang
berdasarkan hasil Penelitian sama dengan Pajak MBLB
yang terutang menurut Wajib Pajak;

b. menerima sebagian, dalam hal Pajak MBLB terutang
berdasarkan hasil Penelitian sebagian sama dengan Pajak
MBLB yang terutang menurut Wajib Pajak;

c. menolak, dalam hal Pajak MBLB terutang berdasarkan
hasil Penelitian sama dengan Pajak MBLB yang terutang
dalam surat keputusan atau ketetapan yang diajukan
keberatan oleh Wajib Pajak; atau

d. menambah besarnya jumlah Pajak MBLB yang terutang,
dalam hal Pajak MBLB terutang berdasarkan hasil
Penelitian lebih besar dari Pajak MBLB yang terutang
dalam surat keputusan atau ketetapan yang diajukan
keberatan oleh Wajib Pajak.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu
keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap
diterima.

Pasal 43

Dalam hal pengajuan keberatan Pajak MBLB dikabulkan
sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak MBLB
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6%
(nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak MBLB
yang lebih dibayar paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
terhitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya
Surat Keputusan Keberatan.
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Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan
sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa
denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak MBLB
berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak
yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Paragraf 2
Banding

Pasal 44

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya
kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan
yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling
lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak keputusan diterima dengan
dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.

Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan
disertai alasan yang jelas.

Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1
(satu) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan Putusan
Banding.

Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan pengajuan
banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 45

Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau
seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak MBLB dikembalikan
dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam
persen) per bulan dihitung dari Pajak MBLB yang lebih dibayar
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan
dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
terhitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya
Putusan Banding.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding,
sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh
persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) tidak
dikenakan.

Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan
sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa
denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak
MBLB berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak
MBLB yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
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Bagian Kesebelas

Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pembayaran atas Pokok

(1)

(2)

(3)

Pajak, dan/atau Sanksinya

Paragraf 1
Insentif Fiskal bagi Pelaku Usaha

Pasal 46

Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati
dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di
Daerah.

Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau
penghapusan atas pokok Pajak MBLB, dan/atau sanksinya.

Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara
jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:

a. kemampuan membayar Wajib Pajak;

b. kondisi tertentu objek pajak yang meliputi objek Pajak
MBLB terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau
penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur
kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau
pihak lain yang Dbertujuan untuk menghindari
pembayaran pajak;

c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro
dan ultra mikro;

d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah
Kabupaten dalam mencapai program prioritas Daerah,;
dan/atau

e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam
mencapai program prioritas nasional.

Pasal 47

Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 46 merupakan permohonan Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat
yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai Pajak Daerah jika diperlukan.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara
pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46
dan Pasal 47 diatur dengan Peraturan Bupati.
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Paragraf 2

Pemberian Keringanan

Pasal 49

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan
keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan
pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan
memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.

Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa kemampuan membayar atau tingkat likuiditas Wajib
Pajak.

Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 50

Pejabat yang ditunjuk karena jabatan atau atas permohonan
Wajib Pajak dapat memberikan keringanan terhadap sanksi
administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan yang
dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena
kesalahan Wajib Pajak.

Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
dilakukan terhadap sanksi administratif yang tercantum
dalam:

a. STPD;
b. SKPDKB; atau
c. SKPDKBT.

Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat
diberikan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 51

Permohonan Wajib Pajak atas keringanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dilaksanakan dengan
ketentuan:

a. 1 (satu) permohonan hanya untuk 1 (satu) objek Pajak
MBLB, STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT;

b. mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia yang ditujukan kepada Bupati melalui
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi
penunjang urusan pemerintahan di bidang Pajak dengan
mencantumkan besarnya keringanan disertai alasan yang
jelas;

c. melampirkan:

1. salinan kartu tanda penduduk atau identitas diri
lainnya;
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2. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan
denda administratif dikenakan karena kekhilafan
Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib
Pajak; dan/atau

3. dokumen pendukung lainnya.

Dalam hal permohonan atas keringanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikuasakan, harus melampirkan surat
kuasa khusus bermaterai cukup.

Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak tidak sedang
mengajukan upaya hukum berupa keberatan dan banding
administratif.

Pasal 52

Pejabat yang ditunjuk harus memberi surat keputusan atas
permohonan keringanan paling lama 6 (enam) bulan terhitung
sejak tanggal permohonan diterima dengan persyaratan
dinyatakan lengkap.

Keputusan Pejabat yang ditunjuk atas permohonan keringanan
Pajak MBLB dapat berupa:

a. mengabulkan seluruhnya;

b. mengabulkan sebagian; atau
c. menolak,

disertai alasan yang jelas.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan,
permohonan keringanan dianggap dikabulkan dan harus
dibuatkan surat keputusan keringanan.

Paragraf 3

Pemberian Pembebasan

Pasal 53

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan
pembebasan atas pokok dan/atau sanksi administratif dengan
memperhatikan kondisi Wajib Pajak.

Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa kemampuan membayar atau tingkat likuiditas Wajib
Pajak.

Pemberian pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 54

Pejabat yang ditunjuk karena jabatan atau atas permohonan
Wajib Pajak dapat memberikan pembebasan Pajak MBLB
berupa penghapusan sanksi administratif pajak terutang.
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Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan terhadap sanksi administratif yang tercantum
dalam:

a. STPD;
b. SKPDKB; atau
c. SKPDKBT.

Pemberian pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat
diberikan paling tinggi sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 55

Permohonan Wajib Pajak atas pembebasan Pajak MBLB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dilaksanakan
dengan ketentuan:

a. 1 (satu) permohonan hanya untuk 1 (satu) objek pajak,
STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT;

b. mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia yang ditujukan kepada Bupati melalui
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi
penunjang urusan pemerintahan di bidang Pajak dengan
mencantumkan besarnya pembebasan Pajak MBLB
disertai alasan yang jelas;

c. tidak pernah mengajukan keberatan atas STPD, SKPDKB,
atau SKPDKBT yang diajukan keringanan Pajak MBLB;

d. melampirkan:

1. salinan kartu tanda penduduk atau identitas diri
lainnya;

2. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan
denda administratif dikenakan karena kekhilafan
Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib
Pajak; dan/atau

3. dokumen pendukung lainnya.

Dalam hal permohonan atas pembebasan Pajak MBLB
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikuasakan, harus
melampirkan surat kuasa khusus bermaterai cukup.

Pasal 56

Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas
permohonan pembebasan Pajak MBLB paling lama 6 (enam)
bulan terhitung sejak permohonan diterima dengan
persyaratan dinyatakan lengkap.

Keputusan Pejabat yang ditunjuk atas permohonan
pembebasan Pajak MBLB dapat berupa:

a. mengabulkan seluruhnya;
b. mengabulkan sebagian; atau
c. menolak,

disertai alasan yang jelas.
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Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan,
permohonan atas pembebasan Pajak MBLB dianggap
dikabulkan dan harus dibuatkan surat keputusan pembebasan
pajak.

Paragraf 4

Pemberian Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 57

Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah
kepada Wajib Pajak, berupa:

a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan
Pajak; dan/atau

b. pemberian fasilitas angsuran atau  penundaan
pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.

Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada
Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib
Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada
waktunya.

Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diberikan
Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib
Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.

Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran
Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami
kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga
Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan
Pajak pada waktunya.

Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran
Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib
Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.

Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan
pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam
pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:

a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa
angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan
permohonan Wajib Pajak;

b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau
masa angsuran atau lamanya penundaan yang
dimohonkan Wajib Pajak; atau

c. menolak permohonan Wajib Pajak.
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Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau
penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan
huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua
puluh empat) bulan.

Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran
Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma
enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus
dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(4) meliputi:

a. bencana alam;

b kebakaran;

c. kerusuhan massal atau huru-hara;
d. wabah penyakit; dan/atau

e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Bagian Keduabelas

Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

Pasal 58

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib
Pajak atau karena jabatannya dapat melakukan pembetulan
STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam
penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan
hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu
dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib
Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti
permohonan tersebut dengan melakukan Penelitian terhadap
permohonan Wajib Pajak.

Dalam melakukan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data,
informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.

Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dalam Surat Keputusan Pembetulan.

Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) diterbitkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak
tanggal surat permohonan pembetulan diterima.

Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) memuat keputusan berupa:

a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan
membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat
berupa menambahkan, mengurangkan, atau
menghapuskan jumlah Pajak MBLB yang terutang,
maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan
kenaikan Pajak MBLB; atau
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membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan
maupun ketetapan pajak yang dilaksanakan atau
diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan,;
dan

menolak permohonan Wajib Pajak.

Pasal 59

(1) Permohonan pembetulan diajukan dengan ketentuan:

a.

1 (satu) permohonan pembetulan hanya untuk 1 (satu)
STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau
SKPDLB;

diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada
Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pajak
dengan mencantumkan besarnya ketetapan yang
dimohonkan pembetulan disertai alasan yang mendukung
permohonannya;

melampirkan:

1. asli STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB
yang dimohonkan pembetulan;

2. salinan kartu tanda penduduk atau identitas diri
lainnya;

3. dokumen pendukung yang menunjukkan STPD,
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB tidak
benar; dan/atau

4. dokumen pendukung lainnya.

Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau
mengajukan keberatan namun tidak dapat
dipertimbangkan, atas STPD, SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDLB, atau SKPDN dalam hal yang diajukan
permohonan pembetulan berupa STPD, SKPDKB,
SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN; dan

Wajib  Pajak tidak mengajukan keberatan atau
mengajukan keberatan namun tidak dapat
dipertimbangkan, atas STPD dalam hal yang diajukan
permohonan pembetulan adalah STPD.

(2) Dalam hal permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikuasakan, harus melampirkan surat kuasa
khusus bermaterai cukup.

Pasal 60

Ketentuan mengenai pengajuan permohonan pembetulan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 berlaku secara mutatis
mutandis terhadap pengajuan permohonan pembatalan.
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Bagian Ketigabelas

Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 61

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas
kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada Bupati atau Pejabat
yang ditunjuk.

Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak
MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara
tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati melalui
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang
urusan pemerintahan di bidang Pajak, dengan mencantumkan:

a. Nomor Objek Pajak Daerah, nama, dan alamat Wajib Pajak
dan objek Pajak MBLB;

b. NPWPD;
c. besarnya kelebihan pembayaran Pajak MBLB;

alasan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB;
dan

e. pernyataan Wajib Pajak tentang bentuk Pajak MBLB
pengembalian kelebihan pajak yang dikehendaki berupa
restitusi atau kompensasi.

Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak
MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus
melampirkan:

a. salinan kartu tanda penduduk atau identitas diri lainnya;

b. asli dan salinan SSPD atau bukti pembayaran lain yang
dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak
MBLB; dan

c. salinan lunas Pajak MBLB 2 (dua) tahun sebelumnya.

Pasal 62

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melaksanakan pemeriksaan
terhadap permohonan dan dokumen pengembalian kelebihan
pembayaran Pajak MBLB dari Wajib Pajak.

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 12 (dua belas)
bulan terhitung sejak menerima permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran Pajak MBLB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak
memberikan keputusan, permohonan pengembalian
pembayaran Pajak MBLB dianggap dikabulkan dan SKPDLB
harus diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak
tanggal jangka waktu harus memberikan keputusan berakhir.
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Dalam hal Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak lainnya,
kelebihan pembayaran Pajak MBLB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih
dahulu Utang Pajak lainnya.

Pasal 63

Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dilaksanakan
paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak SKPDLB
diterbitkan.

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB
dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan terhitung sejak SKPDLB
diterbitkan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan
imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan
atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak
MBLB.

Pasal 64

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran
Pajak MBLB kepada Bupati, pengembalian kelebihan
pembayaran Pajak MBLB memperhitungkan kelebihan
pembayaran Opsen Pajak MBLB.

Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disetujui, Bupati menerbitkan SKPDLB Pajak
MBLB.

Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan kepada Gubernur, paling lambat 3 (tiga) hari kerja
sejak SKPDLB diterbitkan.

Bupati mengembalikan kelebihan pembayaran Pajak MBLB
kepada Wajib Pajak berdasarkan SKPDLB sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), paling lama 2 (dua) bulan
sejak diterbitkannya SKPDLB.

Bagian Keempatbelas

Sinergi dan Kerja Sama

Pasal 65

Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen
Pajak MBLB, Pemerintah Daerah bersinergi dengan Pemerintah
Daerah provinsi.

Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sinergi
pendanaan untuk biaya yang muncul dalam Pemungutan Pajak
MBLB, dan Opsen Pajak MBLB, atau bentuk sinergi lainnya.
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Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah; melakukan
koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan bank
tempat pembayaran Pajak MBLB dalam hal rekonsiliasi data
penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB setiap
triwulan.

Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit mencocokkan:

a. SKPD atau SPTPD;
b. SSPD;
c. rekening koran bank; dan

dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran Pajak
dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.

Pasal 66

Pemerintah Daerah dapat melaksanakan sinergi dengan
pemerintah pusat dan kerja sama dengan pemerintah daerah
lain dan/atau pihak ketiga dalam mengoptimalkan penerimaan
Pajak MBLB.

Sinergi dengan pemerintah pusat dan kerja sama dengan
pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau
informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau
informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan
pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang
perpajakan;

d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang
perpajakan;

e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau
sumber daya manusia di bidang perpajakan;

f.  penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga;
dan

g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk
dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan
efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling
menguntungkan.
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Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

a. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan
pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang
perpajakan;

b. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang
perpajakan;

c. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau
sumber daya manusia di bidang perpajakan;

d. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga;
dan

e. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk
dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan
efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling
menguntungkan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergi dan kerja sama dalam
mengoptimalkan penerimaan Pajak MBLB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
BENTUK, JENIS FORMULIR PAJAK MBLB

Pasal 67

Pemungutan Pajak MBLB dilaksanakan menggunakan formulir
dan surat yang disediakan oleh Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di
bidang Pajak.

Ketentuan mengenai bentuk formulir dan surat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

Segala proses penyitaan, pelelangan, permohonan pembetulan dan
pembatalan ketetapan Pajak MBLB, permohonan pengurangan dan
keringanan, keberatan dan banding, dan/atau permohonan
penghapusan yang telah diajukan sebelum Peraturan Bupati ini
berlaku, tetap dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini.
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Bandung Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
(Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 14)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 70

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 16 September 2025
BUPATI BANDUNG BARAT,
ttd.
JEJE RITCHIE ISMAIL
Diundangkan di Ngamprah
pada tanggal 16 September 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,
ttd.

ADE ZAKIR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 28



-39 -

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN

BENTUK, JENIS DAN FORMULIR PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

1. FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

KABUPATEN BANDUNG BARAT
=

N

e PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

BADAN PENDAPATAN DAERAH

ey

o o

Nomor Formulir

FORMULIR PENDAFTARAN
WAIJIB PAJAK

Kepada Yth.

PERHATIAN :

1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dalam huruf CETAK;

2. Diberi \ pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan;

3. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali Kepada Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Bandung Barat langsung atau dikirim melalui Pos.

DIISI OLEH SELURUH WAIJIB PAJAK BADAN

1. Nama Badan/Merk Usaha

2. Alamat (Photo copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan)

- Jalan/Nomor :

- RT/RW

- Kelurahan

- Kecamatan

- Kabupaten

- Nomor Telepon

- Kode Pos [T T T T T T 1]

3. Surat Izin yang dimiliki (Photo copy Surat Izin harap dilampirkan)

- Surat Izin Tempat Usaha : NO e Tgl oo

- Surat Izin : NO e Tgl oo

- Surat Izin : NO e Tgl oo

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA

4. Nama Pemilik/Pengelola

5. Jabatan

6. Alamat Tempat Tinggal

- Jalan/Nomor

- RT/RW

- Kelurahan

- Kecamatan

- Kabupaten

- Nomor Telepon

- Kode Pos | BN




- 40 -

7. Pendaftaran Pajak Hiburan

Cover Jumlah Jumlah Jumlah PL Booking / Porsi/| Lain-
No| Jenis Hiburan | Charge/HTM/ Lembar Room /Pramuria Jamg F&B Oran lain
Tarif Meja/Kursi /Pemijat &
Nama Jelas :

Tanda Tangan

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA

DIISI OLEH PETUGAS PENCATATAN DATA

Diterima tanggal NPWPD yang diberikan :
Nama Jelas/NIP O O COIIII 1 OO OO
Nama Jelas/NIP :

Tanda Tangan
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2. BENTUK SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

KABUPATEN BANDUNG BARAT

=

5 e

~

$(,4'

No. SPTPD @ e
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT | Masa Pajak  : ...
BADAN PENDAPATAN DAERAH Tahun Pajak @ e

SPTPD
(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Kepada Yth :

PERHATIAN :

1. Harap diisi dalam rangkag %5) ditulis dengan huruf CETAK.

2. Beri nomor pada kotak

3. Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat
paling lambat 15 hari Kalender
4. Keterlambatan Penyerahan dari tanggal tersebut di atas akan dilakukan Penerbitan Surat Teguran.

yang tersedia untuk jawaban yang diberikan

A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK / PENANGGUNG PAJAK

Jenis Mineral Bukan Logam
Dan Batuan :

01. asbes; 021. obsidian;
02. batu tulis; 022. oker;
03. Dbatu setengah permata; 023. pasir dan kerikil;

04. batu kapur; 024. pasir kuarsa;

05. batu apung; 025. perlit;

06. Dbatu permata; 026. fosfat;

07. bentonit; 027. talk;

08. dolomit; 028. tanah serap (fullers earth);

09. feldspar; 029. tanah diatom;

010. garam batu (halite); 030. tanah liat;

011. grafit; 031. tawas (alum);

012. granit/andesit; 032. tras;

013. gips; 033. yarosit;

014. Kkalsit; 034. zeolit;

015. kaolin; 035. basal;

016. leusit; 036. trakhit;

017. magnesit; 037. belerang;

018. mika; 038. MBLB ikutan dalam suatu
019. marmer; pertambangan mineral; dan
020. nitrat; 039. MBLB lainnya

2. Menggunakan Kas Register

3. Mengadakan pembukuan/pencetakan

4. Mengadakan Bon

I:I 1. Ya

2. Tidak
I:I 1. Ya

2. Tidak
I:I 1. Ya

2. Tidak

B. DIISI OLEH WAIJIB PAJAK / PENANGGUNG PAJAK

1. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terutang untuk Masa Pajak sebelumnya (akumulasi dari awal Masa Pajak dalam Tahun|

Pajak Tertentu)
a. Masa Pajak

b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang :

diterima)

c.  Tarif Pajak (sesuai Perda)
d. Pajak terutang (b xc)

2 Jumlah Pembayaran dan Pajak Terutang untuk Masa Pajak sekarang (lampiran foto copy dokumen)

Masa Pajak

Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang :

diterima)

Tarif Pajak (sesuai Perda)
Pajak terutang (b x c)

R e
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C. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangam|
yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyalakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut di atas besertal

lampiran-lampiran adalah benar, lengkap dan jelas

................................................................ ,tahun .............
Wajib Pajak
Nama Jelas
D. DIISTOLEH PETUGAS PENERIMA
Diterima tanggal
Nama Petugas
NIP
ttd
(ceereereere s )
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3. BENTUK FORM TANDA TERIMA.

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT Nomor Formulir

. Al
B BADAN PENDAPATAN DAERAH I ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

e~

a4

1
g

TANDA TERIMA
Nama L ettt e et .ttt ————ett ..ttt teta————etr———atan
Alamat L e e e e eaeaeaaaaaaaaeaeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanaaanananans
Telah Menerima L e e e e eaeaeaaaaaaaaeaeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanaaanananans
Bandung Barat,...........ccccoevieneen.

Yang Menerima
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4. BENTUK SURAT SETORAN PAJAK DAERAH.

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG SSPD
* ‘ BARAT (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH)

M BADAN PENDAPATAN DAERAH Tahun .......cooeevveveennnn.
vxnm
Nama
Alamat
NPWPD ][]
( Menyetor berdasarkan *) \:| SKPDKB |:| SPTPD |:| Lain - lain

[ ] SKPDKBT [ | K Pembetulan

[ | sTPD [ ] K Keberatan

Masa Pajak Tahun No. Urut
. . Jumlah
No Ayat Jenis Pajak (Rp)
Jumlah Setoran Pajak
Dengan huruf
Ruang untuk Teraan Diterima OIGh; ......................................... Tahun
Kas Register/Tanda Tangan | Petugas Tempat Pembayaran | = e
Petugas Penerima Tanggal
Penyetor
Tanda Tangan
Nama Terang
(eneemeee ettt )

Beri tanda V pada kotak [ sesuai dengan yang dimiliki.
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5. BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR.

PN KA PATEN SKPDKB
(Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar) No. Urut
0N,  BADANPENDAPATAN | MasaPajak  © ..oo....o...oo.... LTI T
LI DAERAH Tahun Pajak  : .....................
Nama PP
Alamat P PP PP TPUR
NPWPD S50 I s Y N e O I e N
Tanggal jatuh tempo e
I. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor .... Tahun ....., telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain di atas
pelaksanaan kewajiban :
Ayat Pajak 3
Nama Pajak L ettt et et ene e ens

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah

sebagai berikut :
1. Dasar Pengenaan Rp.
2. Pajak yang Terutang Rp.
3. Kredit Pajak

a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya Rp.

b. Setoran yang dilakukan Rp.

c. Lain-lain Rp.

d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c) Rp.
4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)
5. Sanksi Administrasi

a. Bunga: Rp.

b. Kenaikan: Rp.

¢. Jumlah sanksi administrasi (a + b) Rp.

6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5¢) Rp

Dengan huruf |

PERHATIAN :

1. Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran|
Pajak Daerah.

2. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 15 hari kalender sejak SKPDKB inj
diterbitkan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per-bulan.

Bandung Barat, ........ccccoeeiiincnnnne. Tahun

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

NIP.
..................................................................................... GUNLING AISINT 1evvevieiieiieieie ettt se et e e beeeseseens
No. SKPDKB .....cooveviieieiieieciieeee
TANDA TERIMA
NP P D ettt bt bttt h e bt ettt et et et et e neeae st bttt ebe et enes
NAIMA L ettt e e e b et e et e e e e bt e e e b et e e hbee e ettt e e e bt e e ebbeeeahbeeeebeeeeane
Alamat
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6. BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN.

PEMERINTAH KABUPATEN SKPDKBT
w BANDUNG BARAT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar No. Urut
BADAN PENDAPATAN DAERAH _ Tambahan) LTI
Masa Pajak @ ...l
Tahun Pajak  : ...l
Nama e
Alamat e eeieieaeaeann
NPWPD S50 1y N O I s O O e
Tanggal jatuh tempo L
I.  Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor ... Tahun ..... tentang ...... , telah dilakukan
pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban:
Ayat Pajak T
Nama Pajak ettt ettt e e nneenes
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai
berikut :
1. Dasar Pengenaan Rp.
2. Pajak yang Terutang Rp.
3. Kredit Pajak
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya Rp.
b. Setoran yang dilakukan Rp.
c. Lain-lain Rp.
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a +b + ¢) Rp.

4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak ( 2- 3d)
5. Sanksi administrasi

a. Bunga: Rp

b. Kenaikan: Rp

c. Jumlah sanksi administrasi (a +b ) Rp
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5¢) Rp

Dengan huruf |

PERHATIAN :

1. Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan Surat
Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

2. Apabila SKPDKBT Ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 15 hari Kalender sejak
SKPDKBT ini diterbitkan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.

Bandung Barat, .......c..ccccoceneninennenn Tahun.................
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

NIP.
..................................................................................... GUNLING AISINT 1o.vvivieiieiieicie ettt aesteebe e e b e esaereees
No. SKPDKBT ...ooovviiiiiiiceiecieeeeieeens
TANDA TERIMA
NPWPD ettt e eee oo eeeeeeeeeeeteeeseteeeeeeeeetteeeeatesieetesattesaiteeiieeeeatteeaiaeeeintteeeatresaaeeeinaaeaaas
Nama L et e et ——————————eeeeeeeeeeeteeteteaeeeeeteete———————————ttttattaaaeeteaeaeieaaaaararatarara——————aaaaa
Alamat ettt e e eeeee e eeee eeeen—eeea—eeeateteaa—teaa—te e ittt e e —teia—te e teee e taeeenraeeearrteeataeeeaaes
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7. BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL.

KABUPATEN BANDUNG BARAT

PEMERINTAH KABUPATEN SKPDN

. i No. Urut
Wwww A BANDUNG BARAT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil)
M e

)

&mWKnKEmWA BADAN PENDAPATAN DAERAH Masa Pa_] ak e, | | I | I I

Tahun Pajak

Nama
Alamat

NPWPD A s e [ o o R A

I.  Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor ... Tahun .... tentang ..... , telah dilakukan
pemeriksaan atau keterangan lain diatas pelaksanaan kewajiban:
Ayat Pajak T
Nama Pajak L ettt ettt e b e st e b e sabeeaee s
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai
berikut:
1. Dasar Pengenaan Rp.
2. Pajak yang Terutang Rp. Rp.
3. Kredit Pajak Rp.
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya Rp.
b. Setoran yang dilakukan Rp.
c. Lain-lain
d. STP (Pokok)
e. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b+ c + d) Rp.
4. Jumlah yang harus dibayar (2-3¢) Rp NIHIL
Bandung Barat, ..........cccoeevevrieiennnn. Tahun.................
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NIP.
..................................................................................... GUNEING AISINL cuevieiieiiriieieeieree et
No. SKPDN ..ot
TANDA TERIMA
NP P D e ettt h bbbt b et bbbttt ne
NAMA ettt ettt e b e et e bt e e a bt e bt e st e e bt e shb e e bt e nab e e beesateeane
Alamat
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8. BENTUK SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

- PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG STPD
BARAT (Surat Tagihan Pajak Daerah) ] I\fo. lIJrutI |
'BAM&W BADAN PENDAPATAN DAERAH Masa Pa_] ak e,
A Tahun Pajak : .....................
Nama P
Alamat PP PPPP
NPWPD 0 O rrrry g
Tanggal jatuh tempo ..
I.  Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor ... Tahun ..... tentang ....., telah dilakukan penelitian
dan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban:
Ayat Pajak LT
Nama Pajak L ettt ettt e b e st e b e sabeeaee s

II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah
sebagai berikut:

1. Pajak yang kurang bayar Rp.
2. Sanksi administrasi Bunga Rp.
3. Jumlah yang masih harus dibayar ( 1 +2) Rp.

Dengan huruf

PERHATIAN :

1. Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran|
Pajak Daerah (SSPD)
2. Apabila STPD Ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 15 hari kalender sejak STPD ini
diterbitkan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.

Bandung Barat, .........cccccoeviiienenn. Tahun.................
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

NIP
..................................................................................... GUNLING AISINT .eovvieieiieiieieeieeie et seeete s e e esaense e
NO. STPD ..o
TANDA TERIMA
NPWPD et eeeeeeeieeeeiieeeetieeeeeiteeeei—eeeieteeai—teeei—eeiieeeeaaeeeaiateeanteeeeareeeareeeanreeeans
Nama e e et eeet et e eeeeee e et teaeaeaaaaaae—a—————————atttttttatataaaeaeaeieaaaaaaa—a—a——aa—a——aaaarans
Alamat ettt oo eeeeeeeeeeeeeeea i ——teeeeaii—eeeeeei ——teeeeaa———eeeeeaa——tteeeaa——teeesaa—teeesenarateeeaaans
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9. BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR.

'KABUPATEN BANDUNG BARAT

PEMERINTAH KABUPATEN SKPDLB
D BANDUNG BARAT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar) No. Urut

W‘Mw BADAN PENDAPATAN DAERAH %/I?lsa PPaj a.,kk : .....................
ahun Pajak : ...

Nama R
Alamat N

NPWPD L) ] LT T T T T ] ]

Tanggal jatuh tempo L

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor .... Tahun .... tentang ...... , telah dilakukan
pemeriksaan atau keterangan lain diatas pelaksanaan kewajiban:
Ayat Pajak L]
Nama Pajak L et et e e b e re et e eta et e ereenrennes
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai
berikut:
1. Dasar Pengenaan Rp.
2. Pajak yang Terutang Rp.
3. Kredit Pajak
a. Setoran yang dilakukan Rp.
b. Lain-lain Rp.
c. Dikurangi kompensasi kelebihan ke tahun yang akan
datang/utang pajak Rp.
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b—c) Rp.

4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Pajak (3d —2) Rp
5. Sanksi administrasi

a. Bunga: Rp

b. Jumlah sanksi administrasi (a ) Rp

6. Jumlah kelebihan yang harus dibayar (4 + 5b) Rp

Dengan huruf |

PERHATIAN :

Pengembalian Kelebihan Pajak dilakukan pada Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Bandung Barat, ........ccccoeeecivincnnenne. Tahun.........c.......
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

NIP.
..................................................................................... GUNLING AISINT .eoeeeeiiieieeiee e
No. SKPDLB ....coovvviiiieeeceeeeeeee
TANDA TERIMA
NPWPD ettt e eee oo eeeeeeeeeeeteeeseteeeeeeeeetteeeeatesieetesattesaiteeiieeeeatteeaiaeeeintteeeatresaaeeeinaaeaaas
Nama L e e ———————————e et eeeeeee et teeeeaeaeaeietete———————————tttttataaaeeeeaeaeiaaaaaaaaratat—r—————————taas
Alamat ettt e ee e —eeee e eeee eeeen—eeeateeeateeeaa—eeaa—ee e ittt ean—te e —te e teeeataeeiataeeearteeeananeeeaaes
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10. BENTUK SURAT PERINGATAN.

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

M BADAN PENDAPATAN DAERAH
Kepada Yth,
o T
BANDUNG BARAT

SURATPERINGATAN

NOomor: .oovvveeiiiie i

Berdasarkan pembukuan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat, ternyata
utang Pajak Saudara sampai saat ini belum disetor.

Sebelum berakhirnya batas waktu penyetoran pajak sebagaimana dinyatakan pada Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Saudara diminta segera menyetorkan Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Jumlah utang Jenis Pajak ..................... Saudara, berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar yang telah diterima dengan Nomor............................ adalah sebesar Rp
............................ (e e )

Masa Pajak ........ooiii i e e

Apabila Saudara masih memerlukan penjelasan lebih lanjut maka saudara menghadap ke Badan
Pendapatan Daerah pada jam kerja.

Demikian Surat Peringatan ini disampaikan, agar menjadi perhatian Saudara dan dapat
dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bandung Barat,

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
Petugas,

Penerima,
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11. BENTUK SURAT TEGURAN.

o PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
%@"’:@7 BADAN PENDAPATAN DAERAH

NPWPD SENEREEEEEEER NN

Kepada Yth,

SURAT TEGURAN
Nomor: ......oovvvvevviinnn,

Menurut pembukuan kami hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Pajak sebagai

berikut :
Nomor dan Tanggal SKPDKB, Tanewal Jumlah
. . SKPDKBT, STPD, Keputusan Keberatan, g8
Jenis Pajak | Tahun Jatuh | Tunggakan
Keputusan Pembetulan, Keputusan Tempo R
Banding*) P p
Dengan HUruf © (L. e )

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Barat Nomor .... Tahun ..... tentang ...... , maka diminta kepada Saudara
agar melunasi jumlah Tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran ini. Setelah
batas waktu tersebut tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan penyerahan Surat Paksa.

Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut di atas, diminta agar Saudara segera
melaporkan kepada ..........................

Bandung Barat,............ccceennen. Tahun.................
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

*) Coret yang tidak perlu
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12. BENTUK SURAT PAKSA.

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

SURAT-PAKSA

Nomor: ..o,

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Nama Wajib Pajak/Penanggung :© .......cccoooiiiiiiiiiieiee ettt
Pajak

NPWPD ettt s a e e bt ettt et ne e aeeae e
Alamat e e a et et b e st b e et b e et sa et e beennes

Menunggak Pajak sebagaimana tercantum dibawah ini:

Jenis Pajak

Nomor dan Tanggal, SKPDKB,
Tahun SKPDKBT, STPD, Keputusan
Pajak Keberatan, Keputusan Pembetulan,
Keputusan Banding *)

Tanggal Jumlah
Jatuh Tunggakan
Tempo Rp

Jumlah

Dengan ini :
1.

Memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakkan pajak
tersebut ke Kas Daerah ditambah dengan biaya-biaya penagihan dalam waktu paling lambat
2 x 24 Jam setelah pemberitahuan Surat Paksa ini.

Memerintahkan kepada Juru Sita Pajak yang melaksanakan Surat Paksa ini untuk
melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa dengan melaksanakan penyitaan atas barang-barang
milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Bandung Barat, ..........c.ccocooooviiri

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Catatan
- Jumlah Tunggakan tersebut belum termasuk denda
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13. BENTUK BERITA ACARA PENYAMPAIAN SURAT PAKSA.

BERITA ACARA

Penyampaian Surat Paksa

Pada hari ini ................ tanggal ............... bulan............. tahun................. atas permintaan
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat yang berkedudukan di JI. ..........
Bandung Barat, berdasarkan Surat Perintah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Bandung Barat Nomor ...........ccccceeeuennne. tanggal ......ooceeviiiiiiie,

Kepada Saudara e e e
Bertempat tinggal di et
Berkedudukan sebagai et

Saya Juru Sita Pajak Daerah berdasarkan kekuatan Surat Paksa tersebut memerintahkan kepada
Wajib Pajak/Penanggung Pajak supaya dalam waktu 2 x 24 jam memenubhi isi Surat Paksa ini
dan oleh karena itu harus menyetor ke Kas Daerah

Sebesar Rp. ...cccoeevveiiennnn (ceverrreereeree e )

dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar biaya-biaya penagihan ini dan biaya
selanjutnya dan jika tidak membayar dalam waktu yang telah ditentukan, maka harta bendanya
baik berupa barang yang bergerak maupun barang yang tidak bergerak, akan disita dan dijual di
muka umum dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar utang pajak,denda,bunga dan
biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan ini.

Saya, Juru Sita Pajak Daerah telah menyerahkan salinan Surat Paksa ini kepada Wajib
Pajak/Penanggung Pajak dan salinan Surat Paksa kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak, di
tempat tinggal/kedudukan Wajib pajak/Penanggung Pajak.

Penyerahan Salinan Surat Paksa dilakukan kepada ............ccccoeoiiniiiiiiniicieee,
Bertempat tinG@al di .......c.ceeeuiiiiiiieiiie e e e e et e e e aa e e e eaae e
DISEDADKAIN ...ttt ettt ettt h ettt sb et aeenae e

Yang menerima Juru Sita Pajak Daerah,
Salinan Surat Paksa

NIP
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14. BENTUK SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN.

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
S BADAN PENDAPATAN DAERAH
g

|"’B""Mmm s

SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN
NOINOT & ettt

Bahwa Wajib Pajak/Penanggung Pajak

Nama Wajib Pajak/
Penanggung Pajak

NPWPD S50 I s N BN O B

Alamat

telah dilakukan penagihan dengan Surat Paksa NOMOT ..........cccceviiiiniiiiniiniiiciicecceceee
tanggal ......occoveeviiiiineee hingga saat ini belum melunasi jumlah pajak yang masih
harus dibayar, maka dengan ini diperintahkan

Kepada : Nama L et eeeeeeeereeeseteeesseeeeteeeserseeserseeseseeessteessteesseeenrsteeareeeaareeeaaeeeanreeenns
NIP ettt b h e h ettt ettt h e bbbt ea et a et bbbt ae e
Jabatan  : Juru Sita Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Bandung Barat.

Untuk : 1. Melaksanakan penyitaan barang-barang (barang bergerak dan/atau barang
tidak bergerak) milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak maupun yang
berada di tangan orang lain.

2. Mengajukan permohonan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang
Negara agar barang-barang yang telah disita dijual dimuka umum, apabila
pajak tidak dilunasi dalam waktu 10 hari kerja setelah dilaksanakan
penyitaan.

3. Penyitaan dimaksud dilakukan bersama-sama dengan 2 (dua) orang Saksi,
Warga Negara Indonesia yang telah mencapai usia 21 tahun atau telah
dewasa dan dapat dipercaya

4. Menyampaikan Berita Acara Penyitaan dimaksud dalam waktu paling
lambat ........ccceueeenee. hari setelah pelaksanaan penyitaan.

Bandung Barat, .......ccccoceviininiinenne.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH




- 55 -

15. BENTUK BERITA ACARA PELAKSAAN SITA.

KABUPATEN HANI'IIIHG BARAT

‘][\

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

-

*«&

BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA

NOMOT ..ot

Pada hari ini ..................... tanggal ........c.......... bulan ........cceveeneene. tahUN Lo berdasarkan Surat
Perintah melaksanakan Penyitaan, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor ................... tanggal
....................................... yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam hal ini memilih
domisili di JL oo Berdasarkan Surat Paksa yang dikeluarkan pada tanggal
.................................... Nomor .........ccceueue.... yang telah diberitahukan dengan resmi kepada Wajib Pajak Daerah
bertempat tinggal di JI. ......cccccoovieiiriinnns dengan dibantu 2 (dua) orang Saksi Warga Negara Indonesia, yang telah
mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun yang telah dewasa dan dapat dipercaya yaitu :

L s Pekerjaaan .........ocoeveeenieienieee e

2 e Pekerjaaan .........ccooveeeiiiiiiiee e

telah datang di rumah /Perusahaan Wajib Pajak/Penanggung Paj ak :
Nama Wajib Pajak /Penanggung e
Pajak

NPWPD S I N e N N s O I o N

Alamat

Untuk melaksanakan Perintah Penyitaan dimaksud atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak karena yang
bersangkutan masih menunggak pajak tersebut dibawah ini :

Jenis Pajak Jumlah pajak yang masih harus dibayar

Surat Perintah melaksanakan Penyitaan telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut :
1. Penyitaan dapat dilaksanakan dengan rincian barang-barang yang telah disita sebagai berikut

Jenis Barang Bergerak Terletak di Taksiran Harga

2. Penyitaan tidak dapat dilaksanakan karena :
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16. BENTUK SURAT PERMINTAAN PELAKSANAAN LELANG BARANG-BARANG SITAAN
TUNGGAKAN PAJAK.

KABUPATEN BANDUNG BARAT
*

b it

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Bandung Barat, ...........c............
Nomor : Kepada Yth,
Sifat P
Lampiran : Permintaan Pelaksanaan Di
Perihal Lelang Barang-barang Sitaan ...l

atas tunggakan Pajak

Bersama ini diharapkan Saudara untuk dapat melaksanakan lelang barang-barang sitaan atas
tunggakan pajak seperti yang terlampir dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah dilaksanakan
terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

NPWPD S I N I e O I e O

Bertempat tiNGZAl Al .....ccuviiiiiiiiieiieiece et e e rbe e taeenbeeaeeenbeennes
Yang telah menunggak Pajak ......................... SEDESAT RP .evieiiiiiiieiiece e
(. veveeeen.....) kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat

untuk dilelang di muka umum
Diharapkan lelang dimaksud dapat dilaksanakan dalam waktu dekat dan mengenai kepastian
pelelangan dapat diberitahukan seminggu sebelumnya.

Lelang tersebut dapat dilaksanakan sampai hasil penjualan dapat menutupi utang pajak dimaksud

ditambah biaya-biaya penagihan lainnya sebesar R ........ccccoocuiiiiiiiiiiiiiiiiiccee e,

Demikian atas bantuannya, disampaikan terima kasih

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
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17. BENTUK SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN
PEMBAYARAN PAJAK
Bandung Barat, .........c.cccoeeviennnnnn.
Kepada Yth,
Nomor Kepala Badan Pendapatan Daerah

Perihal

Lampiran :

Kabupaten Bandung Barat
: Permohonan Pembayaran di

Angsuran/Penundaan Pembayaran Bandung Barat
Pajak

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Wajib Pajak/Penanggung
Pajak L ettt bbbttt et et sb e be i

Alamat e ————————e et ————————————

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama/Merek Usaha Lttt eeeettt i —————————ettttr———————tttran——
NPWPD HEpEpEEEEEEEREEREE
Alamat L ettt ————————eee et e ——————eeeee e e ——————ttteeeeer i ———rteaaens

JUMIAR RP oottt e et e e e a e e aaae e
dENGAN AlASAN .....eiviiiiieiie ettt ettt e e be e aaeenbe e raeeabeennraens

Demikian atas persetujuannya, disampaikan terima kasih

Hormat kami,
Wajib Pajak/Penanggung Pajak

*) Coret yang tidak perlu
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18. BENTUK SURAT PERJANJIAN PEMBAYARAN ANGSURAN.

KABUPATEN BANDUNG BARAT

;= PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
3 5 BADAN PENDAPATAN DAERAH

SURAT PERJANJIAN ANGSURAN
Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama ettt ettt eeeeeeeeetttt et ———eeeeeetetttaah————eeeeee et ettt e hh e eeeeee et e tatba e e e e e et e et tantnaaeeeeeeaes
Alamat L ettt ettt eeeeeeeeeheteeeeeeaheeeeeeeaabtteee e e aheteee e e e b he e e e e e e abteee e e e abbt et e e ean bbbt e e e eeabtteeeeeaan

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama ettt ettt eeeeeeeeettttet— e eeeeeeet ettt t———— e teeettetathah e eee et et e aathaaa e e eeeeeeeetaettaneeeeeaes
NPWPD L et ettt eeeeeeee e heteeeeeeaaheeeeeeeaabteeeee e aheeeeee e e hbt e e e e e e aahb et eeeeaaabbteeeeeabbbbeeeeeaabteeeeeeaas
Alamat L eeeeeeeeeeeeeeereereeeeeeieeteeeeeseesitetteeeeaatttteeeaaahatteeeaaataeeeeaaartaaeeeaatbateeeeantrateeeeannreeeeeeans

1. Dengan ini menyatakan, telah menyampaikan permohonan angsuran pembayaran utang
pajak pada tanggal ...........cccceeriiennnnn. sebanyak .........ccccoeevvenienen. kali angsuran, terhadap
Surat Ketetapan Pajak Daerah yang telah diterima.

a SKPDKB NO. oo Tl Rp. e
b SKPDKBT No.....c.ccceeenennne. Tglooo Rp. o,
¢ STPD NO. oo Tl Rp..oooveeiiiiiinnn

NO. v Tgleooii, Rp. oo

Pembayaran angsuran

Angsuran Pokok Biaya Administrasi/ Jumlah Angsuran
Bunga
a Tgl..... AngsuranKe 1 Rp..................... Rp. i, Rp. oo
b Tgl ... AngsuranKe2 Rp................... Rp. il Rp. oo
c  Tgl ... AngsuranKe3 Rp...................l. Rp. i, Rp. oo
d Tgl ... AngsuranKe4 Rp...................... Rp..oooevviieiiinnnnn, Rp. cooveeieinnnen...
Rp.eoeeiviiniinennnnn Rp.eooeiiviiniiinnnnn Rp.oveiiiieiinennnen..

2. Jika pembayaran tersebut tidak dipenuhi, maka penagihan akan dilakukan dengan Surat
Paksa. Tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Bandung Barat,.........c.cccccveeeiieinenne
Kepala Badan Pendapatan Daerah Wajib/Penanggung Pajak
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19. BENTUK SURAT PERJANJIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

W

s 2s

A&

"ty g o

KABUPATEN BANDUNG BARAT
B

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

SURAT PERJANJIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama ettt ettt eeeeeeeeetttt et ———eeeeeetetttaah————eeeeee et ettt e hh e eeeeee et e tatba e e e e e et e et tantnaaeeeeeeaes
Alamat L ettt ettt eeeeeeeeeheteeeeeeaheeeeeeeaabtteee e e aheteee e e e b he e e e e e e abteee e e e abbt et e e ean bbbt e e e eeabtteeeeeaan

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama ettt ettt eeeeeeeeettttet— e eeeeeeet ettt t———— e teeettetathah e eee et et e aathaaa e e eeeeeeeetaettaneeeeeaes
NPWPD L et ettt eeeeeeee e heteeeeeeaaheeeeeeeaabteeeee e aheeeeee e e hbt e e e e e e aahb et eeeeaaabbteeeeeabbbbeeeeeaabteeeeeeaas
Alamat L eeeeeeeeeeeeeeereereeeeeeieeteeeeeseesitetteeeeaatttteeeaaahatteeeaaataeeeeaaartaaeeeaatbateeeeantrateeeeannreeeeeeans

. Dengan ini menyatakan, telah menyampaikan permohonan penundaan pembayaran utang
pajak pada tanggal ..........cccoevverirenens , terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah yang telah
diterima.

a SKPDKB NO. oo Tl Rp. e
b SKPDKBT NO....ccooreeeerren.. Tl RP. el
¢ STPD NO. oo Tl Rp..oooveeiiiiiinnn
NO. v Tgleooii, Rp. oo
Penundaan akan dibayar seluruhnya berikut bunga sebesar 2% pada tanggal............. Tahun....

Jika pembayaran tersebut tidak dipenuhi, maka penagihan akan dilakukan dengan Surat
Paksa, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Bandung Barat,.........c.cccccveeeiieinenne
Kepala Badan Pendapatan Daerah Wajib/Penanggung Pajak
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20. BENTUK SURAT PERMOHONAN KEBERATAN PAJAK.
Bandung Barat, ...........ccccvveenennne
Kepada Yth,
Nomor Kepala Badan Pendapatan Daerah

Lampiran :
: Permohonan di

Perihal

*) Coret yang tidak perlu

Kabupaten Bandung Barat

Keberatan Pajak BANDUNG BARAT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Wajib Pajak/Penanggung
Pajak

Alamat L e —————a————aa————aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarararaaaaaaaaaaaas

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama/Merek Usaha L et ———————e e et e ———————eaeeetea—————————taeee e i e ————————aaaas
NPWPD HpEEEEEEEEREEREN
Alamat L e —a e e aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaas

FYNO ceveerieieeeeeee et

JUMIAN RP oottt ettt et et enaas
ENEAN AIASAN ..ecveiiiiiiiecie e e e e e e e e aa e e et e e enraeennbaeennneeas

Demikian atas persetujuannya, disampaikan terima kasih

Hormat kami,
Wajib Pajak/Penanggung Pajak




21.
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BENTUK KEPUTUSAN TENTANG KEBERATAN PAJAK.

Menimbang :

Mengingat

Menetapkan :

KESATU
KEDUA

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR : .....ccoviiiiiinnen.
TENTANG
KEBERATAN PAJAK

Surat Permohonan Keberatan Pajak Nomor ..........c.cccceeinninn.
Tang@al 1 .o
Atas PN
Nama

Alamat 1 e

.............................................................................

newpd [ ] [ LT T T T[] LT L]

: 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan

Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2000;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

5. Dst:

MEMUTUSKAN:

: Keberatan Pajak.
: Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPDKB/SKPDKBT/STPD *):

Nomor N
Nama/Merek Usaha ....cooiiiiiiiiiiiiiiie e,
Alamat PP TPPN

..........................................

NPWPD HEpEnEEEEEEEREEREE

Nama Wajib Pajak
/Penanggung Pajak PP PPt

Semula ditetapkan D RP.
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KETIGA

Dikurangi/ditambah R
dengan jumlah

Besarnya Ketetapan

menjadi SR
Dengan huruf ...

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI BANDUNG BARAT,
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22.  BENTUK KEPUTUSAN TENTANG PENOLAKAN KEBERATAN PAJAK.

Mengingat

KESATU

KEDUA

Menimbang :

Menetapkan :

BUPATI BANDUNG BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR : .....ccieiennen.
TENTANG
PENOLAKAN KEBERATAN PAJAK

Surat Permohonan Keberatan Pajak Nomor ..........ccceevvvienenanen.
Tanggal PPt
Atas L ettt e et e aea
Nama

Alamat PPN

N oS R 0 A B I B R

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2000;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

5. Dst:

MEMUTUSKAN :

: Penolakan Keberatan Pajak

: Surat Permohonan keberatan Pajak Nomor : ................

Tanggal PPN
AN = SR\ F= U 0 o 1= E
Alamat L e e

..............................................................................

...........................
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KETIGA : Mematuhi pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang telah
diterima.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI BANDUNG BARAT
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23. BENTUK SURAT PERMOHONAN PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN, DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Nomor

Perihal

Lampiran :

*) Coret yang tidak perlu

Bandung Barat, .........c.cccovveeieeennnn.

Kepada Yth,

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Bandung Barat

:Surat Permohonan Pembetulan, di

Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, BANDUNG BARAT

dan Pengurangan atau Penghapusan

Sanksi Administrasi

Pajak Mineral Bukan Logam dan

Batuan

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Wajib Pajak/Penanggung
Pajak

Alamat e ————————e et ————————————

Bertindak untuk dan atas nama

Nama e e ee e e —————————————————
NPWPD L LTI g O]
Alamat L ettt ————————eee et e ——————eeeee e e ——————ttteeeeer i ———rteaaens

Dengan ini mengajukan Permohonan Pembetulan, Pengurangan Ketetapan, dan
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Mineral Bukan Logam dan|
Batuan yang terutang atas (SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/STPD *)

JUMIAR RP oottt e et e e e e e e e a e e aaee e ennes
dENGAN AlASAN .....eoviiiiieiiecie e ettt eebeeenaeebe e taeeareennbeens

Demikian atas persetujuannya, disampaikan terima kasih

Hormat kami,
Wajib Pajak/Penanggung Pajak
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24. KEPUTUSAN PEMBETULAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

KABUPATEN BANDUNG BARAT
=

+ Z

2lia
—

-

NG

e g OO

KEPUTUSAN

Menimbang :

Mengingat

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

: 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan

: Pembetulan Ketetapan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

. (SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/STPD¥)

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
BARAT

TENTANG

Surat Permohonan Pembetulan ketetapan Pajak yang Terutang
Nomor et aeas
Tanggal TP PPPR
Aas NAITIA & oo
Alamat PP

newpp o | ] L] LT [T T ] L] L[]

Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2000;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

5. Dst:

MEMUTUSKAN:

Pembetulan ketetapan Pajak yang Terutang

Nomor L ettt ettt etieeeeeiaeeeeieeeeieeeeaae e e eearareaaaa
Nama/Merek

Usaha L ettt eetee e eeeeeeeeaeeeareeaeiaanaas
Alamat L ettt ee ettt a e

NPWPD HpEnEEEEEEEREE NN

Nama Wajib/Penaggung : ...cccooooiiiiiiiiiiiiiiiiieeereeeeeeen,
Pajak
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Semula ditetapkan : Rp.
Dikurangi/dibatalkan : Rp.
dengan jumlah
Besarnya Ketetapan : Rp.
menjadi e

Dengan huruf

......................................................................................................

KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini,
akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
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25. KEPUTUSAN PENOLAKAN PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN

KABUPATEN BANDUNG BARAT
*

. oae

e

Mengingat

KESATU

KEDUA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Menimbang :

Menetapkan :

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

BARAT
NOMOR : ...
TENTANG
PENOLAKAN PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK

Surat Permohonan Pembetulan Ketetapan Pajak yang Terutang
INOIMIOT et

Nama
Alamat L e

NewpD  : [ ] [ LI L1 [ [[]

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2000;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

5. Dst:

MEMUTUSKAN:

Penolakan Pembetulan Ketetapan Pajak.

Surat Permohonan Pembetulan Ketetapan Pajak yang Terutang
(SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/STPD*)

Nomor L e ettt ia i

Tanggal PP PPt
ATAS NaAIIA © i s
Alamat L ettt ettt ettt e,
neweD [ [ LT T TTT T L] LT ]

..................................................................................................
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KETIGA : Mematuhi pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang telah
diterima.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT




26.
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KEPUTUSAN PEMBATALAN

PEMBATALAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Menimbang :

Mengingat

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

BUPATI BANDUNG BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR : ....cciiiiiiiiinne.
TENTANG

Surat Permohonan Pembatalan ketetapan Pajak yang Terutang
NOMOT ..o

newpD - [ ] [ ] LT TTTT T L] L]

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2000;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

5. Dst:

MEMUTUSKAN:

Pembatalan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan.

Pembatalan ketetapan Pajak yang Terutang
(SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/STPD¥)

Nomor e
Nama L e
Alamat PP
NPWPD ) LRy B B
Nama Wajib/Penaggung : ....c.coooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeene,
Pajak

Semula ditetapkan S RD.
Dikurangi/dibatalkan

dengan jumlah SR
Besarnya Ketetapan

menjadi LR e

Dengan huruf .....o.ooiiiiiiii e
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KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI BANDUNG BARAT
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27. KEPUTUSAN PENOLAKAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN

BUPATI BANDUNG BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR : ..ot
TENTANG
PENOLAKAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM
DAN BATUAN

Menimbang : Surat Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak yang Terutang
NOMOT ..o

Nama ettt teeeeeeeieeeieeeeeea e tetea e e taae e tatetatatentataaenetanenenenns

NPWPD O Ty B

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2000;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan
Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

5. Dst:

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :

KESATU : Penolakan Pembatalan Ketetapan Pajak

KEDUA : Surat Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak yang Terutang
(SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/STPD?)
NOMOT & e
Tanggal PP PSPPIt
Atas Nama @ ..o
Alamat TP P PPRPOt
newpD [ ] LT TTTT] LT L
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KETIGA : Mematuhi pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang telah
diterima.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI BANDUNG BARAT
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28.  PERMOHONAN PENGURANGAN PAJAK
Bandung Barat, ...........ccccoveeennennn.
Kepada Yth,
Nomor Sdr. Kepala Badan Peneglolaan

Lampiran :

Perihal

Keuangan Daerah

: Permohonan Pengurangan Kabupaten Bandung Barat

di
BANDUNG BARAT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Wajib Pajak/Penanggung
Pajak L ettt bbbttt et et sb e be i

Alamat e ————————e et ————————————

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama/Merek Usaha Lttt eeeettt i —————————ettttr———————tttran——
NPWPD HEpEpEEEEEEEREEREE
Alamat L ettt ————————eee et e ——————eeeee e e ——————ttteeeeer i ———rteaaens

JUMIAR RP oottt e et e e e a e e aaae e
dENGAN AlASAN .....eiviiiiieiie ettt ettt e e be e aaeenbe e raeeabeennraens

Demikian atas persetujuannya, disampaikan terima kasih

Hormat kami,
Wajib Pajak/Penanggung Pajak

*) Coret yang tidak perlu
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KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK HIBURAN

KABUPATEN BANDUNG BARAT
*

b g

~_~_~—_

g

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Menimbang :

Mengingat

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

BARAT
NOMOR : .....cocoieiiininis
TENTANG

Surat Permohonan Pengurangan Ketetapan Pajak yang Terutang
NOMOT ..o

Nama L ettt ettt ettt ettt e ettt e ettt a et e aeeeee s
A AT At 0 et

newpD [ [ ] LT TTTT T L] L]

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2000;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

5. Dst:

MEMUTUSKAN:

Pengurangan Ketetapan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan.

Pengurangan Ketetapan Pajak yang Terutang
(SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/STPD?)

Nomor N
Nama/Merek PPN
Usaha

Alamat PP PP PRI
NPWPD EpEaEEEEEEEREEREE
Nama  Wajib Pajak @ o,
/Penanggung Pajak e
Semula ditetapkan LR
Dikurangi/dibatalkan C R

dengan jumlah



KETIGA

Besarnya
menjadi
Dengan

..................

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

..........................................................................
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Ketetapan

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
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30. KEPUTUSAN PENOLAKAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN

KABUPATEN BANDUNG BARAT
*

. PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

S BADAN PENDAPATAN DAERAH
g

4 e

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
BARAT
NOMOR : ...
TENTANG
PENOLAKAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM
DAN BATUAN

Menimbang : Surat Permohonan Pengurangan Ketetapan Pajak yang Terutang

|\ [0 s Lo} ol
Tanggal PPt
ALAS NaAIIA & ittt e
Alamat L ettt ettt ettt et
NPWPD I LT rrry g o]

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2000;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

5. Dst:

MEMUTUSKAN:
Menetapkan :

KESATU : Penolakan Pengurangan Ketetapan Pajak Mineral Bukan Logam
Dan Batuan.

KEDUA
Surat Permohonan Pengurangan Ketetapan Pajak yang Terutang

(SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/STPD*)

|\ 00 6 10} ol
Tanggal PP P PPNt
AtaS NaAIA ¢ i e e
Alamat L ettt ettt
neweD | ] [ ] LT T T T T L] ]
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KETIGA : Mematuhi pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang telah
diterima.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
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31. KEPUTUSAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK

HIBURAN

KABUPATEN BANDUNG BARAT
=

. o

~

NGy

l""""Mﬂ/m KEMN\‘M

Menimbang :

Mengingat

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

© 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan

: Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak

: Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak yang

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

BARAT
NOMOR : ...c.coveviiinnns
TENTANG

Surat Permohonan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi
Administrasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

NOMOT  toiii
TaANGEAL 1 i e
Atas e e
Nama

Alamat 1 e

newpp || ] LT TTTT ] L] L]

Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2000;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan
Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

5. Dst:

MEMUTUSKAN:

Hiburan.

Terutang (SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/STPD¥)
Nomor L ettt ettt teeeeeiaeeetieeeeeiteeeeiaaeeeiaeeeaaeeeaareeaaa
Nama L ettt ettt ettt eet et et eae et eaaean
Alamat L e,

NPWPD HpEnEEIEEEEnEEREEE

Nama = Wajib Pajak @ oo
/Penanggung Pajak

Semula ditetapkan SR



KETIGA
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Dikurangi/dibatalkan

dengan jumlah S RD.
Besarnya Ketetapan
menjadi SR

Dengan huruf

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan..

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

.............................
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32. KEPUTUSAN PENOLAKAN PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINSTRASI

KABUPATEN BANDUNG BARAT

- PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
R X7 BADAN PENDAPATAN DAERAH

v ),
i

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
BARAT
NOMOR : ...cccoiiiiiinnns
TENTANG
PENOLAKAN PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINSTRASI

Menimbang : Surat Permohonan Mengurangkan Atau Menghapuskan Sanksi
Administrasi Berupa Bunga, Denda Dan/Atau Kenaikan Pajak
Yang Terutang
NOMIOT .o
Tanggal L ettt ettt e e ettt te e e e
Atas Nama @ .o
Alamat PSPPSR PPN

NPWPD N s I O B BB B B

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2000;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

5. Dst:
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KESATU : Penolakan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Adminstrasi
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
KEDUA : Surat Permohonan Mengurangkan Atau Menghapuskan Sanksi

Administrasi Berupa Bunga, Denda Dan/Atau Kenaikan Pajak
Mineral Bukan Logam Dan Batuan Yang Terutang
(SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/STPD?)

NOomoOr @ .o

Tanggal L ettt ettt et e e ettt e ettt e e e e e anns
Atas Nama ..o e
Alamat PP PP PPPRPRPPR

newpD [ ] L] LT T T[T ] L) LT
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KETIGA

KEEMPAT

: Mematuhi pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang telah

diterima.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
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BENTUK PERMOHONAN PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
DAERAH
Nomor  : Bandung Barat, ........c.cccceevrennennnn.
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pengembalian Atas Kepada Yth,
Kelebihan  Pembayaran  Pajak Sdr. Kepala Badab Peneglolaan
Daerah Keuangan Daerah
Kabupaten Bandung Barat
di
BANDUNG BARAT

Yang bertanda tangan dibawabh ini :

Nama Wajib Pajak/Penanggung
Pajak ’

Alamat e ————————e e ——————————

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama Lt e e ettt —eeetit——————————attaa———
NPWPD JANENEEEEEEE NN
Alamat L e ———aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaraaaaaraaaaaaaaaas

Dengan ini mengajukan Permohonan Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak
Daerah atas
1 Perhitungan dari Wajib Pajak

2 Surat keputusan keberatan atau surat keputusan pembetulan, pembatalan dan
pengurangan ketetapan, dan pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi

3 Putusan banding atau putusan peninjauan kembali

4 Kebijakan pemberian pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan pajak
berdasarkan peraturan perundang-undangan

JUMIAR RP oot ettt ettt et e es
dENGAN AIASAN ..eoveviieeiiieciieeee e et e et e e e e e enbeeennbeeennnae s

Demikian atas persetujuannya, disampaikan terima kasih

Hormat kami,
Wajib Pajak Pajak/Penanggung Pajak
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34. KEPUTUSAN PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

KABUPATEN BANDUNG BARAT

-
. 2

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

~

L Ng

T

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
BARAT
NOMOR : .....cccoiiiiiins
TENTANG
PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Menimbang : Surat Permohonan Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran
Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
NOMOT ..o
TaANG@Al 1 s
Atas Nama: ....ooooiiiiiiiiii
Alamat TP

newpp | ] ] LT TT T 1] L] L]

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2000;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

5. Dst:
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran MBLB.

KEDUA : Memutuskan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak
berdasarkan (SKPDKB/SKPDKBT /STPD*)
Nomor P
Nama/Merek ettt e ettt e e e e
Usaha
Alamat PP
NPWPD L O BTy By BT

Nama  Wajib Pajak
/Penanggung Pajak TP
Semula ditetapkan D RD.

Dikurangi dengan : Rp. oo
jumlah




KETIGA

KEEMPAT
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Besarnya Ketetapan
menjadi SR

Dengan huruf

.................................................................................................

Pembayaran atas kelebihan pembayaran pajak sebagaimana
diktum pertama dilaksanakan dengan menerbitkan SKPDLB

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
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35. SURAT USULAN/REKOMENDASI PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

KABUPATEN BANDUNG BARAT
*

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

gy )
— M TR

SURAT USULAN/REKOMENDASI PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

NOMOR ..coiiiiiiiiiiiiiiieeans
TENTANG
USULAN/REKOMENDASI PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
Berdasarkan Ketentuan Peraturan Daerah No. ..... Tahun ..... tentang ..... dan
Peraturan Bupati Bandung Barat No. ..... Tahun ... tentang .......... , maka dengan ini
disampaikan Daftar Pengantar Penghapusan Piutang Pajak ................ untuk

dipergunakan sebagai pengantar Usulan/Rekomendasi Penghapusan Piutang Pajak
Kepada Bupati Bandung sebagai berikut :

1. Jenis Pajak L ettt e et

2. Tahun Pajak PP TPPPTR:
Tahun Buku (diisi tahun pajak yang dihapuskan)

3. No. Urut P
(diisi nomor urut Daftar Pengantar
Penghapusan Piutang Pajak)

Banyaknya PPN

Jumlah Penghapusan PP TP

Jumlah sampai sekarang PPN
(diisi jumlah pajak yang dihapuskan terdahulu
ditambah jumlah pajak yang dihapuskan
sekarang)

Ditetapkan di
Pada Tanggal

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT




36.
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KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Menimbang :

Mengingat

Menetapkan :
KESATU

KEDUA

BUPATI BANDUNG BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR : ...,
TENTANG
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

a. bahwa berdasarkan penatausahaan Pajak Daerah, terdapat
piutang pajak Tahun Pajak ........... sampai dengan Tahun
Pajak ........... pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Bandung Barat, yang tidak dapat ditagih lagi;

b. bahwa untuk menyelenggarakan tata usaha piutang pajak
yang baik, perlu menghapuskan piutang pajak sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, sesuai dengan ketentuan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Barat
Nomor ...... Tahun ....... tentang ............. ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati Bandung Barat tentang Penghapusan Piutang Pajak;

:1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihar

Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kal
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahur
2000;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah;

5. Dst:
MEMUTUSKAN:

: Penghapusan Piutang Pajak.

: Menghapuskan piutang pajak Tahun Pajak.......... sampai

dengan Tahun Pajak ........ pada Badan Pendapatan Dearah
Kabupaten  Bandung Barat, sebesar Rp ..............
(c e ), sebagaimana ditetapkan dalam
Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.



KETIGA

KEEMPAT
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: Bupati Bandung Barat menetapkan rincian dan besarnya

penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal ............
BUPATI BANDUNG BARAT,

....................
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37. PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

KABUPATEN BANDUNG BARAT

. en

T PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
%‘Qﬁ BADAN PENDAPATAN DAERAH

KT

Bandung Barat,  .............

Nomor § eereeerre e Kepada Yth :
Lampiran L e
Perihal . Pemberitahuan Pelaksanaan —  ........ccoooiiiiiie,
Pemeriksaan di
Bandung Barat

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Pemeriksaan terhadap

Wajib

Pajak/Penanggung Pajak Daerah oleh Tim Pemeriksa sesuai dengan Surat Perintah

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor .............

Tim akan melaksanakan pemeriksaan dari tanggal ............c..cccceenneeee. S/ e

tanggal

berdasarkan Surat Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor

Untuk memudahkan pelaksanaan pemeriksaan, kami mohon agar saudara mempersiapkan

administrasi dan pembukuan serta bukti pembayaran pajak.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
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38. SURAT PERNYATAAN PENUNDAAN PEMERIKSAAN

KABUPATEN BANDUNG BARAT
B

. 2

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

~
\W L

- """'Auum xzm\\“‘“”

SURAT PERNYATAAN PENUNDAAN PEMERIKSAAN (SP3)

Memperhatiakan Surat Tugas Pemeriksaan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung
Barat Nomor............ Tanggal ......ccccvvvieeiiennnne,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama ettt ————————tta——————avona
2. Jabatan e ———
3. Alamat ettt —————— ettt ——————taaa

Sebagai Karyawan/Pegawai, pada :

1. Nama Usaha L et

2. Alamat Usaha et

3. Jenis Usaha L ettt

4. NPWPD ettt
Menyatakan penundaan pemeriksaan dengan alasan sebagai berikut :

L ettt et ettt ettt eea e et e et e ea e e st et e ent e beenteeate st enteentenseenseenteeseeneentens
2 ettt bt et eh e bttt s a e e bt et e eh e e bt e bt ea e e bt et e e a e e ehe et e e a b e e bt et e eateehe e bt e be et enbeentes
B e ettt e e teete e te et ete e teateete e te st eteeate st eateeate st enteente st e st ente st enteenteeseenteenteeneenseenrens
Dan bersedia untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat tanggal ........................ Apabila masa

penundaan pemeriksaan lewat dari jangka waktu yang ditetapkan maka kami bersedia menerima segala
keputusan yang diberikan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Bandung Barat,
Yang membuat pernyataan :
Materai Rp. 6000
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39. SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN PEMERIKSAAN PAJAK

. 28 PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

BADAN PENDAPATAN DAERAH

~

PN NN
Seoel
i

SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN PEMERIKSAAN PAJAK (SP4)

Memperhatiakan Surat Tugas Pemeriksaan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung
Barat Nomor.................. Tanggal ......cccocevviiiien

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Wajib/Penanggung Pajak et
2. Jabatan et
3. Alamat et

Sebagai Wajib/Penanggung Pajak :

1. Nama Usaha e e

2. Alamat Usaha et

3. Jenis Usaha e

4. NPWPD e
Menyatakan tidak bersedia untuk diperiksa dengan alasan sebagai berikut :
L ettt bbbttt b e h e h e e bt bttt ettt aeeae e
2 ettt et h bttt h bt e e bttt e a e e bt et e e a e s bt et e e bt e bt et e eat e bt et e e bt e b e e besaaenbeenben
B ettt bbbt bt h e h e sttt a et eh bt bt et ea et st nb e b et eae e

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung Barat,

Yang membuat pernyataan :
Materai Rp. 6000
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40. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA UNTUK DILAKSANAKAN PENUNGGUAN

KABUPATEN BANDUNG BARAT

=
N

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NG BADAN PENDAPATAN DAERAH

Y

~

"

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA UNTUK DILAKSANAKAN PENUNGGUAN

Memperhatikan Surat Tugas Pemeriksaan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung
Barat Nomor.................. Tanggal ......c.ccovevvveniennnn.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama L ettt aaaan
2. Jabatan L s
3. Alamat e ———————————————————————————

Sebagai Pemilik/Karyawan/Pegawai, pada :

1. Nama Usaha e ———— e
2. Alamat Usaha L e
3. Jenis Usaha e ———— e
4.  NPWPD e

Menyatakan bersedia memberikan ijin seluas-luasnya kepada petugas pemeriksa untuk melakukan
penungguan terhadap operasional usaha kami dari tanggal .............ccocceniiiinnnne s/d selesai sebagai
bagian dari prosedur pemeriksaan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung Barat,

Yang membuat pernyataan :
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41. BERITA ACARA HASIL PENUNGGUAN

KABUPATEN BANDUNG BARAT

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

N BADAN PENDAPATAN DAERAH
i o

L

BERITA ACARA HASIL PENUNGGUAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

[. - Nama D
- NIP D
- Jabatan : .........

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. - Nama ...
- Jabatan :...........
- Alamat :..........
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hasil penungguan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KESATU terhadap :
Obyek Pajak e
Alamat Obyek Pajak D
Waktu D S/

Hasil penungguan dilengkapi dengan bukti transaksi yang tidak terpisah dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU
Wajib Pajak Ketua Tim Pemeriksa
i_ _A/;a_te;r;i_I;pT(; (;()_(),_-_ i i E_ _A;a_te_rt_zi_ R_p_6_ (;0_0,_-_ i i

________________________________
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42. KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

-
s A

S BADAN PENDAPATAN DAERAH

\@m}f !mﬁ/

=

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN
(KKP)

No. Audit Program

Substansi

Periode

Nama Pemeriksa

Nama Pengendali
Mutu

Nama Pengawas

Tanggal KKP

Lampiran bukti-
bukti pemeriksaan

(Saran/Komentar dari Pengawas)

(Saran/Komentar dari Pengendali Mutu)

Paraf Pemeriksa

Paraf Pengawas

Paraf Pengendali Mutu

No. halaman




- 05 -

43. SURAT PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN

KABUPATEN BANDUNG BARAT
=

. PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Bandung Barat,  .........cccccceeee.
Nomor : Kepada Yth :
Lampiran L e
Perihal : Surat Pemberitahuan =~ e,
Hasil Pemeriksaan di
Bandung Barat

Sehubungan  dengan  telah  dilaksanakannya  Pemeriksaan  terhadap
Perusahaan/Wajib Pajak Daerah oleh Tim Pelaksana Pemeriksaan Bidang Pengendalian
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat dari tanggal
......................... berdasarkan Surat Perintah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Bandung Barat Nomor ........... tanggal ................. bersama ini kami sampaikan

naskah hasil pemeriksaan untuk ditindaklanjuti sebagai berikut :

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima
kasih.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH




- 96 -

44. SURAT PEMBAHASAN HASIL PEMERIKSAAN

KABUPATEN BANDUNG BARAT
=

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Nomor
Lampiran
Perihal

Bandung Barat,  .........cccccceeee.

Kepada Yth :

. Pemberitahuan Pembahasan e,
Hasil Pemeriksaan di
Bandung Barat

Sehubungan  dengan  telah  dilaksanakannya  Pemeriksaan  terhadap
Perusahaan/Wajib Pajak Daerah oleh Tim Pelaksana Pemeriksaan Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Bandung Barat dari tanggal ...............ccoccne.. S/ e, dan
Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) telah kami sampaikan, maka sebagai
tindak lanjutnya kami mengundang agar saudara dapat hadir dalam pembahasan akhir
pada :

Hari/Tanggal e
Waktu D
Tempat e

Pembahasan ini dihadiri oleh pemilik/wajib pajak dan ketidakhadiran
pemilik/wajib pajak dinyatakan sebagai kesepakatan atas substansi Surat Pemberitahuan
Hasil Pemeriksaan (SPHP) untuk ditindaklanjuti sebagai Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP).

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima

kasih.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
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45. BERITA ACARA PEMBAHASAN HASIL PEMERIKSAAN

KABUPATEN BANDUNG BARAT
v

N PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NS }/ BADAN PENDAPATAN DAERAH

;\A./w 77
s~

~

BERITA ACARA PEMBAHASAN HASIL PEMERIKSAAN

NOmMOr : .covvveevvviinn

Yang bertanda tangan di bawah ini :

I. - Nama :.........
- NIP e
- Jabatan : .........

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. - Nama: ............
- Jabatan :...........
- Alamat : ............
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KESATU
bersama PIHAK KEDUA sebagai Wajib Pajak.............. , terhadap Surat Pemberitahuan Hasil
Pemeriksaan (SPHP) pada :

Hari/Tanggal e

Waktu TR

Tempat e
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati beberapa hasil pembahasan akhir sebagai berikut :

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU
Wajib Pajak Ketua Tim Pemeriksa
| Materai Rp.6.000- | | Matorai Rp6.000.- |

________________________________
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46. SURAT PERNYATAAN KEBERATAN TERHADAP B.A HASIL PEMERIKSAAN

Bandung Barat,  .........cccceeieeie.
Nomor : Kepada Yth :
Lampiran D -
Kepala B P tan Daerah
Perihal : Pernyataaan Keberatan Kzgi aateidggn ;l?fa%aa?; acra
Terhadap Berita Acara Hasil . P £
Pembahasan Pemeriksaan Di

Bandung Barat

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya rapat pembahasan hasil pemeriksaan pada :
Hari/Tanggal D
Waktu D
Tempat D eeeeeees
melalui surat ini, kami dari Wajib Pajak....................... yang beralamat di............... menyatakan
keberatan atas Hasil Pembahasan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP). Untuk itu,
kami mohon agar kiranya hasil pemeriksaan dapat dipertimbangkan kembali, dan kami
sampaikan pula bukti-bukti (terlampir) sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

Demikian pernyataan ini kami sampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Bandung
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47. PEMBERITAHUAN PEMBAHASAN ATAS KEBERATAN HASIL

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
N\ L BADAN PENDAPATAN DAERAH
Bandung Barat, ...
Nomor : Kepada Yth :
Lampiran L e
Perihal : Pemberitahuan Pembahasan .

Atas Keberatan Hasil Pemeriksaandi
Bandung Barat

Sehubungan dengan surat saudara nomor........ tanggal........ perihal pernyataan
keberatan terhadap hasil pembahasan pemeriksaan, maka kami mengundang kembali agar
saudara dapat hadir pada :

Hari/Tanggal D
Waktu D
Acara : Rapat Pembahasan Atas Keberatan Hasil Pemeriksaan
Tempat e

Pembahasan dengan Tim Quality Assurance ini dihadiri oleh pemilik/wajib pajak
dan ketidakhadiran pemilik/wajib pajak dinyatakan sebagai kesepakatan terhadap hasil
pembahasan akhir pemeriksa dengan Tim Pemeriksa untuk menjadi Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP).

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima

kasih.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
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48. BERITA ACARA PEMBAHASAN BERSAMA TIM QUALITY ASSURANCE

KABUPATEN BANDUNG BARAT

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

RC,VV\;& BADAN PENDAPATAN DAERAH

et

BERITA ACARA PEMBAHASAN BERSAMA
TIM QUALITY ASSURANCE

Nomor : ..ccoeueevevens

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. -  Nama D,
- NIP e
- Jabatan e

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. - Nama e
- Jabatan e
- Alamat s

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KESATU

bersama PIHAK KEDUA sebagai Wajib Pajak...................... pada :
Hari/Tanggal D
Waktu Do
Tempat D eeeeeees

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati hasil pembahasan dengan Tim Quality Assurance
sebagai berikut :

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU
Wajib Pajak Ketua Tim Quality Assurance
| Materai Rp.6.000 ! | Matorai Rp6.000,- |

________________________________
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49. LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP)

KABUPATEN BANDUNG BARAT
*

. oo PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

~

o
NS BADAN PENDAPATAN DAERAH
e
\"‘ﬂm_umﬂ‘w

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP)

Nomor

BABI
IKHTISAR PEMERIKSAAN

A. Dasar Pemeriksaan

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor ... Tahun .... tentang ......... ;

B. Identifikasi Wajib Pajak

1. Nama ettt
2. Jabatan ettt
3. Alamat Wajib Pajak ettt e e eestaeebaenrea e
4. Nama Usaha ettt
5. Alamat Usaha ettt
6. Nomor Telepon e e e e —a e e e e eanes
7. NPWPD ettt eneas
8. Kuasa Wajib Pajak ettt st
9. Masa Pajak ettt e e eestaeebaenrea e

C. Gambaran Umum Wajib Pajak :
1. Pendirian
- Akta Pendirian NO. @.o.ccoiiiiiiiiiiiiiecceeeeee,
- Perizinan Usaha NO.: .....cccooiiiiiiiniiiieeee e,
2. Bidang Usaha

Wajib Pajak tersebut bergerak di Bidang Usaha ............ yang berlokasi di Jalan
.................................. Kabupaten Bandung Barat dengan kapasitas :........c.ccccceeveneenns

3. Fasilitas Tambahan yang disediakan

No Jenis Fasilitas Jumlah Harga Sewa Keterangan




D. Pembukuan / Sistem Akuntansi

1.
2
3.
4

. Laporan Keuangan disusun/diaudit

e

Dalam mengelola

Metode Pembukuan

. Proses Pembukuan Data Procesing

Periode

Publik

Kapasitas

Pendapat Pemeriksa mengenai
Wajib Pajak Standar
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:()Kas

: () Manual

: () disusun sendiri (

() Aktual
() Elektronik

) Kantor Akuntan

: () weekend () weekday

: () Sesuai standar ( ) Tidak sesuai

dan melakukan usahanya,

Wajib  Pajak (WP) (sudah/belum®)

menyelenggarakan pembukuan. Adapun catatan-catatan yang di berikan kepada pemeriksa pada
saat dilakukan pemeriksaan antara lain :

No Dokumen Ada Tidak
1 | Laporan Rugi Laba

2 | Neraca

3 | Buku Besar Kas

4 | Penerimaan Kas

5 | Buku Besar Piutang

6 | Bukti Setoran Bank

7 | Rekapitulasi Penjualan Bulanan
8 | Rekapitulasi Penjualan Harian
9 | Bill/ Cash Register

10 | Captain Order

11 | Salinan Pembayaran (SSPD)

12 | Dan lain-lain

E. Dokumen-dokumen Pendukung Pemeriksaan (sesuai SOP Pemeriksaan)

URAIAN HASIL PEMERIKSAAN

2.1. Pemeriksaan Keuangan

2.2.1.

BAB II

Pembukuan / Sistem Akuntansi
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2.1.2.  Potensi Pendapatan / Omzet

2.1.3.  Perhitungan (lebih bayar, kurang bayar atau denda tunggakan)

2.2. Pemeriksaan Fisik

2.2.1. Fisik Tanah dan Bangunan

2.2.2. Fasilitas Utama dan Fasilitas Pendukung (fungsi-fungsi ruang yang ada
termasuk lahan parkir)

2.3. Pemeriksaan Administrasi Khusus

2.3.1. Legalitas Perizinan Usaha Wajib Pajak

*) Diisi sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan kepada wajib pajak



- 104 -

BAB III
KESIMPULAN DAN SARAN TINDAK LANJUT

(Sesuai Hasil Pemeriksaan)

Demikian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ini ditetapkan sebagai dokumen
administrasi pengendalian/ pemeriksaan terhadap Wajib Pajak .......................

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL



